Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN
Nomor 1099/Pdt.G/2021/PA.Srh
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
Pengadilan Agama Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara
tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Majelis telah menjatuhkan
putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara :

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Serdang
Bedagai, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;
melawan
Tergugat, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat;
Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan memeriksa berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti surat dan saksi-
saksi Penggugat di persidangan;
DUDUK PERKARA
Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat
gugatannya bertanggal 28 Oktober 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan
Pengadilan Agama Sei Rampah dengan Register Nomor
1099/Pdt.G/2021/PA.Srh tanggal 10 November 2021 mengemukakan hal-hal
sebagai berikut:
1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah pada tanggal 26 Agustus
2007 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan pejabat PPN
KUA, Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai Nomor :
447/27/V/2007 dikeluarkan pada tanggal 01 April 2008;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah bergaul layaknya
suami-istri (ba'da dukhul), dan keduanya bertempat tinggal terakhir

mengontrak rumah di alamat Penggugat;
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3. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah di
karuniai tiga orang anak;

4. Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat awalnya hidup rukun dan
harmonis, namun mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus
menerus yang sulit didamaikan sejak tahun 2009 sampai dengan pada

pada bulan April 2018 yang di sebabkan:

- Tergugat malas bekerja dan tidak bertanggung jawab dalam hal
nafkah dan kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

- Tergugat sering pulang larut malam tanpa alasan yang jelas,
bahkan Tergugat menggunakan dan mengkonsumsi narkotika Jenis
sabu;

5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat
semakin menajam dan memuncak terjadi pada bulan April 2018,
disebabkan Tergugat masih tetap menggunakan Narkotika dan menjual
seluruh prabot rumah tangga, sehingga antara Penggugat bertengkar dan
Tergugat mengusir Penggugat dan Penggugat kembali kerumah orang
tua/keluarga Penggugat hingga saat ini;
6. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga
Penggugat dengan Tergugat dan pihak keluarga sudah sering turut serta
mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak
berhasil;
7. Bahwa untuk kepentingan anak Penggugat dan Tergugat dan rasa kasih
sayang anak-anak itu sendiri Penggugat memohon agar anak tersebut
ditetapkan berada dalam asuhan Penggugat;
8. Bahwa dengan alasan tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah
tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi
karena Perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus, maka
Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;
Berdasarkan uraian dan alasan tersebut diatas, Penggugat mohon
kepada Ketua Pengadilan Agama Sei Rampah cg. Majelis Hakim yang mulia

berkenan untuk memanggil, memeriksa, dan menyidangkan gugatan dalam
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perkara ini, serta menjatuhkan suatu putusan dengan amar yang berbunyi
sebagai berikut:
1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap
Penggugat (Penggugat);
3. Menetapkan Penggugugat sebagai pemegang hak asuh anak ;
4. Membebankan biaya perkara yang timbul sesuai ketentuan yang

berlaku;

Jika majelis Hakim berpendapat lain, mohon Putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono)

Bahwa, pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan oleh
Ketua Majelis yang memeriksa dan mengadili perkara ini Penggugat dan
Tergugat telah dipanggil di persidangan, Penggugat telah datang menghadap
ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang
dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/lkuasa
hukumnya, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) yang dibacakan di
persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak
ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu
alasan yang sabh;

Bahwa, Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar kiranya
Penggugat dapat mengurungkan niatnya untuk melakukan perceraian dengan
Tergugat, namun upaya Majelis Hakim tersebut tidak berhasil oleh karena
Penggugat tetap pada isi gugatannya;

Bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka
Majelis Hakim menyatakan bahwa prosedur Mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa, kemudian pemeriksaaan perkara dilakukan dalam sidang
tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan
Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan
menjelaskan seperlunya dalil-dalil gugatannya yang semuanya telah dicatat
dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Bahwa untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat

telah mengajukan alat bukti sebagai berikut:
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A. Bukti tertulis.
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA, Kecamatan Perbaungan
Kabupaten Serdang Bedagai Kabupaten Serdang Bedagai, Nomor
447/27/IV/2008 Tanggal 01 April 2008, bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang
ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1218-LT-19062017-0047
tanggal 19 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, Bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1218-LT-19062017-0040
tanggal 19 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, Bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1218-LT-19062017-0037
tanggal 19 Juni 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan
Catatan Sipil Kabupaten Serdang Bedagai, Bukti surat tersebut telah diberi
meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai,
lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P3;
B. Bukti saksi.
1. Saksi I, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Ibu
Rumah Tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi
mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Kakak
Kandung Penggugat. Menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan
keterangan di bawah sumpabh;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat bernama Suheri;

- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat sebagai suami-isteri yang

menikah pada tahun 2007;
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- Bahwa Penggugat dan Tergugat sampai sekarang telah
mempunyai tiga orang anak bernama Elsa Putri yang berusia 13 tahun,
Nabila Anatasya berusia 9 tahun dan Indah Andini yang berusia 8 tahun;
- Bahwa ketiga anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini berada
dalam asuhan Penggugat selaku ibunya;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama terakhir di
rumah kontrakan sebagai rumah kediaman bersama;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan
harmonis selama dua tahun, dan mulai tidak harmonis sejak tahun
2009;

- Bahwa saksi pernah mendengar dan melihat Penggugat dan
Tergugat bertengkar serta mengetahui dari cerita Penggugat;

- Bahwa penyebab terjadinya pertengkaran tersebut adalah karena
Tergugat malas bekerja, sehingga kebutuhan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat tidak terpenuhi dan Tergugat sering pulang larut malam
tanpa alasan yang jelas serta Tergugat juga sering mengkonsumsi
narkoba;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak
April 2018, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama
karena sering di usir oleh Tergugat dan kemudian Penggugat kembali
pulang ke rumah orang tua Penggugat hingga saat ini tidak pernah
bersatu lagi;

- Bahwa dalam kesehariannya Penggugat berperilaku dan
berakhlak baik serta tidak pernah terlibat dalam masalah kriminal;

- Bahwa Penggugat sangat baik dalam merawat dan mendidik
anak;

- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat

dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi Il, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan
wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Cendrawasih Dusun Il Desa Citaman
Jernih  Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Saksi
mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetangga Penggugat. Menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan

keterangan di bawah sumpabh;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah sekitar 14 tahun yang
lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai tiga orang anak,
dan ketiga anak Penggugat dan Tergugat sekarang ini berada dalam
asuhan Penggugat;
- Bahwa terakhir Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah
kontarakan sebagai rumah kediaman bersama,;
- Bahwa pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dan
Tergugat harmonis, namun sejak tahun 2009 yang lalu sudah tidak
harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar langsung
pertengkaran Penggugat dan Tergugat, dan saksi juga mengetahuinya
dari cerita Penggugat kepada saksi;
- Bahwa penyebab pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena
Tergugat malas bekerja sehingga kurang dalam memberikan nafkah
untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga, Tergugat juga sering
mengkonsumsi narkoba dan Tergugat sering pulang larut malam tanpa
alasan yang jelas;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tiga
tahun yang lalu Tergugat mengusir Penggugat dari kediaman bersama
dan Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama kembali
ke rumah orang tua Penggugat dan hingga saat ini tidak pernah bersatu
lagi;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menerima
dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut dan menyatakan
mencukupkan bukti-buktinya;

Bahwa pada tahap kesimpulan Penggugat menyatakan tetap pada
gugatannya dan tidak akan memberikan suatu tanggapan apapun serta mohon
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putusan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar kesimpulannya kerena tidak
pernah sekali pun hadir dalam persidangan;

Bahwa untuk singkatnya uraian dalam putusan ini selengkapnya
sebagaimana tercantum pada Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan

bagian yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah
seperti yang telah diuraikan pada duduk perkaranya di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara, terlebih dahulu
akan dipertimbangkan tentang kewenangan pengadilan agama in casu
Pengadilan Agama Sei Rampah dalam memeriksa dan memutus perkara a quo,
serta kedudukan hukum Penggugat dan Tergugatuntuk bertindak sebagai pihak
dalam perkara a quo (persona standi in judicio);

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil gugatan
Penggugat dalam perkara ini, terlebih dahulu Pengadilan mempertimbangkan
kepentingan hukum dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam,
sedangkan gugatan Penggugat ini merupakan perkara perkawinan, di mana
Penggugat sebagai istri Tergugat ingin bercerai dari Tergugat. Oleh karena itu
berdasarkan Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat (1) huruf a Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 49 ayat (1) huruf a jo.
Penjelasan angka 37 Pasal 49 ayat (1) huruf a nomor (9) Undang-Undang
Nomor 3 tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun
1989 tentang Peradilan Agama, maka perkara ini secara absolut menjadi
kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif dalam perkara a quo
berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang
Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun
2009, dan atas hal tersebut oleh karena Penggugat bertempat kediaman di

wilayah Yuridiksi Hukum Pengadilan Agama Sei Rampah, maka Pengadilan
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Agama Sei Rampah secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan
mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara sah
dan patut untuk datang menghadap di persidangan sesuai bunyi pasal 55
Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dan ditambah
dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 tentang Peradilan Agama jo.
Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dan ternyata pada hari
dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat secara inperson
hadir dipersidangan sedangkan Tergugat tidak pernah hadir serta tidak pula
mengutus orang lain sebagai kuasa/wakilnya yang sah dan pula tidak ternyata
bahwa ketidak hadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sabh;

Menimbang, bahwa untuk mendamaikan pihak yang berperkara
sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 154 ayat (1) R.Bg. jo. Pasal
82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan
Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun
2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama jo. pasal
31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143
ayat (1) dan (2) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi
Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha secara sungguh-sungguh
menasehati Penggugat agar dapat hidup rukun dan membina kembali rumah
tangganya dengan Tergugat pada setiap persidangan, hamun usaha tersebut
tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dalam permeriksaan perkara ini Tergugat tidak
pernah hadir di persidangan, untuk itu Majelis Hakim berpendapat bahwa
proses Mediasi sebagaimana yang diatur oleh ketentuan Pasal 3 ayat (1) dan
Pasal 4 ayat (1) PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi tidak dapat
dilaksanakan;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu

gugatan perceraian, gugatan hak pemeliharaan anak (hadhanah);

Menimbang, bahwa kumulasi Penggugat tersebut adalah tentang
perceraian hak pemeliharaan anak (hadhanah), maka Majelis berpendapat
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bahwa kumulasi yang demikian karena masih menyangkut akibat perceraian
dan antara gugatan perceraian dengan gugatan hak pemeliharaan anak
(hadhanah) masih ada hubungan yang sangat erat maka kumulasi tersebut
dapat dibenarkan karena sesuai dengan maksud pasal 86 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan
kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo.Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor: 253 K/AG/2002 tanggal 17
Maret 2004;

Menimbang, bahwa karena gugatan perceraian dengan gugatan hak
Asuh anak (hadhanah) adalah berhubungan sangat erat, maka Majelis Hakim
berpendapat bahwa gugatan kumulasi tersebut dapat diterima dan diperiksa
secara bersama-sama (kumulasi);

Tentang Gugatatan Perceraian

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil gugatan Penggugat untuk
melakukan perceraian adalah sejak tahun 2009 ketentraman rumah tangga
mulai tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara Penggugat dengan
Tergugat yang terus menerus yang disebabkan Tergugat malas bekerja dan
tidak bertanggung jawab dalam hal nafkah dan kebutuhan rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, serta Tergugat sering pulang larut malam tanpa
alasan yang jelas, bahkan Tergugat menggunakan dan mengkonsumsi
narkotika Jenis sabu hingga akhirnya Penggugat dan Tergugat telah berpisah
tempat tinggal sejak April 2018 yang lalu sampai dengan sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat
tidak memberikan jawaban karena ia tidak pernah hadir di persidangan tanpa

alasan yang sabh;
Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara ini diawali dengan pembacaan

surat gugatan Penggugat dalam sidang yang tertutup untuk umum
sebagaimana yang dimaksud oleh ketentuan Pasal 80 ayat (2) UndangUndang
Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3
Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,
tentang Peradilan Agama jo Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun
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1975, yang kemudian isinya di pertahankan oleh Tergugat sesuai dengan Berita
Acara Sidang dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 3 Tahun 2015
menyatakan bahwa pemeriksaan perkara Tergugat tidak pernah hadir di
persidangan (verstek), maka untuk mengetahui bentuk, fisik, serta kualitas
materi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan
Tergugat sebagaimana didalilkan Penggugat dalam posita gugatannya,
Penggugat tetap dibebani wajib bukti (Burden of proof), hal tersebut
dimaksudkan untuk menghindari kemungkinan terjadinya kesepakatan cerai
(agreement to divorce) yang mengarah pada penyelundupan hukum (rechts on
dekking) yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang
berlaku;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil
gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.1, sampai dengan
P.4 serta 2 orang saksi, Maka Majelis Hakim akan menilainya satu persatu di
bawabh ini;

Menimbang, bahwa bukti surat P.1, sampai dengan P.4 merupakan akta
otentik sesuai ketentuan pasal 285 Rbg. jo. Pasal 1869 KUH Perdata akta
otentik adalah " Suatu akta yang dibuat dengan bentuk yang sesuai dengan
undang-undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang ditempat
akta itu dibuat.” Fotocopy akta tersebut telah di-nazegelen dan telah sesuai
dengan aslinya, sehingga bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti
sebagaimana ketentuan Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun
2020 tentang Bea Materai juncto Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas
Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai, maka Hakim
berpendapat alat bukti berupa surat dengan tanda bukti (P.1, sampai dengan
P.4) tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis dalam perkara a quo
sehingga bukti tertulis tersebut mempunyai nilai pembuktian yang sempurna
dan mengikat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan perkawinannya Penggugat
telah mengajukan bukti P1, bukti tersebut merupakan fotokopi sah dari suatu
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akta otentik perihal kutipan akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang
berwenang untuk itu, telah dimeterai dan dinazegel cukup. Bukti P tersebut
merupakan prima facie evidence (bukti utama) terhadap suatu perkawinan
berdasarkan agama dan perundang-undangan, maka nilai kekuatan
pembuktiannya adalah bersifat sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang diajukan oleh
Penggugat serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi
Hukum Islam, maka harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami isteri sah
yang menikah pada tanggal 26 Agustus 2007, oleh karena itu Penggugat
mempunyai legal standing untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Akta Kelahiran
atas nama anak Penggugat dan Tergugat, telah sesuai dengan aslinya dan
bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3)
tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya
menerangkan bahwa anak dalam Akta tersebut merupakan anak kandung dari
Penggugat dan Tergugat untuk menguatkan dalil mengenai tuntutan hak asuh
anak (hadhonah) yang bernama Elsa Putri binti suheri, Perempuan, yang lahir
pada tanggal 29 Maret 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 berupa fotokopi Akta Kelahiran
atas nama anak Penggugat dan Tergugat, telah sesuai dengan aslinya dan
bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3)
tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya
menerangkan bahwa anak dalam Akta tersebut merupakan anak kandung dari
Penggugat dan Tergugat untuk menguatkan dalil mengenai tuntutan hak asuh
anak (hadhonah) yang bernama Nabila Anatasya binti suheri, Perempuan, yang
lahir pada tanggal 14 Juli 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kelahiran
atas nama anak Penggugat dan Tergugat, telah sesuai dengan aslinya dan
bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3)
tahun 1985 tentang Bea Meterai bernilai sebagai alat bukti, bukti tersebut isinya
menerangkan bahwa anak dalam Akta tersebut merupakan anak kandung dari
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Penggugat dan Tergugat untuk menguatkan dalil mengenai tuntutan hak asuh
anak (hadhonah) yang bernama Indah Andini binti suheri, Perempuan, yang
lahir 27 Mei 2013;

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan Penggugat
telah memenuhi syarat formil saksi sesuai ketentuan Pasal 171 dan Pasal 175
R.Bg. jis. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jis.
Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena merupakan orang cakap
bertindak dan tidak terhalang menjadi saksi serta merupakan orang dekat
Penggugat dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah secara
terpisah di depan sidang;

Menimbang, bahwa dalil-dalil tentang perselisihan dan pertengkaran
antara Penggugat dan Tergugat telah dibuktikan Penggugat dengan
menghadirkan 2 (dua)orang saksi, sebagaimana telah diuraikan pada bagian
duduk perkara;

Menimbang, bahwa dari ke dua saksi mendengar sendiri perselisihan
dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dan Tergugat, antara
Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis disebabkan karena Tergugat
malas bekerja sehingga jarang memberikan nafkah kepada Penggugat untuk
memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat juga
sering mengkonsumsi narkoba serta Tergugat sering pulang larut malam tanpa
alasan yang jelas, bahkan antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah
tempat tinggal dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga sejak bulan
April tahun 2018 karena Penggugat di usir oleh Tergugat, Penggugat pergi
meninggalkan Tergugat kembali ke rumah orang tua Penggugat. Sehingga
keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima untuk mendukung kebenaran
dalil dan alasan gugatan Penggugat telah terjadinya perselisihan yang terus
menerus dalam rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan Penggugat telah
memenuhi syarat materil saksi sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.
karena telah memberikan kesaksian sesuai dengan apa yang didengarkan
mereka tentang kejadian dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat serta
keterangan yang diberikan telah mendukung terhadap dalil gugatan Penggugat,

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas

pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.

Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan para saksi
Penggugat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi Penggugat,
pihak keluarga telah berupaya untuk merukunkan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat dihubungkan
dengan bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat, telah ditemukan fakta-fakta
sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri, menikah pada
tahun 2007 dan telah dikaruniai tiga orang anak;

2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis,
disebabkan Tergugat malas bekerja sehingga jarang memberikan nafkah
kepada Penggugat untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga Penggugat
dan Tergugat, Tergugat juga sering mengkonsumsi narkoba serta Tergugat
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak tahun 2018
dan sejak pisah tempat tingggal antara Penggugat dan Tergugat tidak
pernah bertemu dan berkomunikasi serta keduanya tidak saling
mempedulikan hingga saat ini;

4. Bahwa sudah dilakukan upaya perdamaian terhadap Penggugat dan
Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan
tersebut di atas, harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat
adalah benar suami istri dan belum pernah bercerai, dan terbukti pula adanya
perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat
yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak
tahun 2018 dan sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-
masing sebagai suami dan istri, dan pihak keluarga sudah berusaha
mendamaikan namun tidak berhasil, dengan demikian maksud perkawinan
sudah tidak mungkin tercapai lagi sebagaimana dimaksud Pasal 1, Pasal 33
dan 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum
Islam, hal ini sesuai dengan Al-Quran Surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :
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Artinya : dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan
untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa
tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang.
Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi
kaum yang berfikir.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim
memandang tidak perlu untuk menggali fakta tentang apa dan siapa yang
menyebabkan terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga
Penggugat dan Tergugat, akan tetapi fakta yang perlu diungkap adalah tentang
pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat itu sendiri sebagaimana
maksud yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 38 K/AG/1990 tanggal 22-8-
1991 dan Nomor 266 K/AG/1993 tanggal 25-6-1996;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia
Nomor 237.K/AG/1998, tanggal 17-3-1999, menyebutkan “sepasang suami-
isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam
satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta....”

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menganggap perlu untuk
mengemukakan dalil sebagaimana yang tercantum dalam Kitab Iqna’ juz Il
halaman 133 yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis sebagai
berikut :

aill olill ale ol Lezgsl azgill at, pas xil ol
artinya : di waktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya, di
situlah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa jika tetap mempertahankan perkawinan yang
sedemikian rupa akan menimbulkan mafsadah yang lebih besar, baik terhadap
Penggugat maupun kedua-belah pihak, sedangkan perceraian juga dapat
menghilangkan maslahat dan mafsadah, namun bila berhadapan dua mafsadah
maka harus dipilih mafsadah yang lebih kecil akibatnya, hal ini sesuai dengan
kaedah fighiyah dalam Kitab Al-Asbah Wa-Nadhair karangan Imam Asy-
Syuyuthi, halaman 161 berbunyi:
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Apabila berhadapan dua mafsadah dihindari mafsadah yang paling besar

kemudratannya dengan melakukan yang lebih ringan mafsadahnya”.

Menimbang, bahwa setiap kemudharatan itu wajib dihilangkan, hal ini
sesuai dengan kaidah fighiyah dalam kitab Al-Asybah wa al-Nadhair halaman
59 yang berbunyi:

Js all
Artinya : Kemudharatan itu harus dihilangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut maka Majelis berpendapat
bahwa bercerai adalah mafsadah yang lebih kecil mudharatnya bagi Penggugat
bila dibandingkan dengan mempertahankan rumah tangganya dengan
Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung RI
Nomor 534/K/Pdt/1996 Tanggal 18 Juni 1996, dinyatakan bahwa dalam hal
perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab percekcokan atau salah satu
pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan
itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak.

Menimbang, bahwa jika dilihat dari aspek sosiologi, bahwa masyarakat
adalah suatu sistem yang berlaku terdiri dari bagian yang saling berhubungan
satu sama lain di mana bagian yang satu tidak bisa berfungsi tanpa ada
hubungan dengan bagian yang lain, dengan demikian keluarga (suami istri)
adalah bagian dari masyarakat, apabila dalam keluarga (suami atau istri) tidak
dapat melaksanakan kewajiban sebagaimana fungsinya maka tidak akan terjadi
keseimbangan hidup dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa jika dipandang dari aspek filosofis, terbentuknya
lembaga perkawinan adalah dimaksudkan untuk terciptanya keluarga yang
sakinah, mawaddah dan rahmah, dengan demikian apabila setiap rumah
tangga tidak lagi diliputi dengan rasa aman, nyaman, damai dan tentram maka
kebahagiaan dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi tidak mungkin dapat
diwujudkan;

Halaman 15 dari 21 Putusan Nomor 1099/Pdt.G/2021/PA.Srh

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan beberapa pertimbangan di atas, serta
dengan memperhatikan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., juga ternyata
gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan sebagaimana
kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19
huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f)
Kompilasi Hukum Islam,maka gugatan Penggugat patut dikabulkan secara
verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan, maka
perlu ditetapkan bahwa talak yang dijatuhkan oleh pengadilan adalah talak satu
bain sughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119
ayat (2) huruf (¢) Kompilasi Hukum Islam;

Tentang Gugatan Hak Pemeliharaan Anak (Hadhanah)

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan agar
Penggugat ditetapkan sebagai pemegang hak pemeliharaan anak (hadhanah)
atas ketiga anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- Elsa Putri binti Suheri, Perempuan, Lahir 29 Maret 2008;

- Nabila Anatasya binti Suheri, Perempuan, Lahir 14 Juli 2012;

- Indah Andini binti Suheri, Perempuan, Lahir 27 Mei 2013;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat tidak
memberikan tanggapan karena Tergugat selama persidangan tidak pernah
hadir dan tidak pula menyuruh orang hadir sebagai wakil atau kuasanya
meskipun sudah dipanggil secara resmi dan patut dan ternyata ketidak hadiran
Tergugat tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut
hukum, oleh karenanya secara hukum Tergugat patut dianggap telah menerima
dan tidak keberatan atas gugatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 sampai
dengan P.4 sebagaimana telah Majelis pertimbangkan sebelumnya yang
menerangkan bahwa ketiga anak tersebut adalah anak dari Penggugat dan
Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua saksi, ketiga anak

Penggugat dan Tergugat berada dalam asuhan Penggugat sebagai ibunya dan
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Penggugat dalam kesehariannya berperilaku dan berakhlak baik serta tidak
pernah terlibat dalam masalah kriminal dan pihak kepolisian;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat agar Penggugat
ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah anak atas ketiga anak Penggugat
dan Tergugat tersebut, majelis mempertimbangkannya sebagai berikut:

- Bahwa pemeliharaan anak pada dasarnya untuk kepentingan anak, baik
untuk pertumbuhan jasmani, rohani, kecerdasan intelektual dan agamanya
dan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh,
berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan
martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan
diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak
mulia, dan sejahtera (vide Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002
tentang Perlindungan Anak);

- Bahwa berdasarkan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun
1974 tentang Perkawinan ditentukan bahwa “baik ibu atau bapak tetap
berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata
berdasarkan kepentingan anak Bilamana terjadi perselisihan mengenai
penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya”;

- Bahwa Pasal 105 Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa
pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun
adalah hak ibunya, sedangkan pemeliharaan anak (hadhanah) yang sudah
mumayyiz (sudah berumur 12 tahun) diserahkan kepada anak untuk
memilih  diantara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak
pemeliharaannya;

- Bahwa ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Penggugat dan
Tergugat memiliki tiga anak, dan dari ketiga anak tersebut anak yang
bernama Nabila Anatasya binti Suheri dan Indah Andini binti Suheri,
keduanya belum berusia 12 tahun (belum mumayyiz)

- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Elsa Putri binti
Suheri, Perempuan, Lahir 29 Maret 2008, telahpun berusia 13 tahun, maka
sesuai dengan Pasal 105 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam menentukan
bahwa pemeliharaan anak yang sudah mumayyiz diserahkan kepada anak
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untuk memilih di antara ayah atau ibunya sebagai pemegang hak
pemeliharaannya;

- Bahwa anak yang bernama  Elsa Putri binti Suheri telah dihadirkan
dalam persidangan dan telah didengar keterangan dari anak tersebut,
bahwa anak tersebut lebih memilih tinggal bersama Penggugat sebagai
ibunya;

- Bahwa dalam persidangan tidak terbukti selama anak Penggugat dan
Tergugat tersebut dalam asuhan Penggugat tidak ditemukan adanya hal-
hal yang menjadi penghalang atau terhambatnya kepentingan hak-hak

anak tersebut untuk memenuhi hajat hidupnya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim juga perlu
mengetengahkan pendapat pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi
pendapat Majelis Hakim yang terdapat dalam:

1. Kitab Al-lgna’ fi Halli Alfazhi Abi Syuja’, Juz 2, halaman 195-196

sebagai berikut:
aol8Ylg ailoYlg aaslly oually amlly Jasdl guw ailaxdl Lasl i
ol aly (9
cadains @Y1 9 axmall sl lgio bo s Jizl 05 255 0o slslls

Artinya : “Syarat-syarat hadhonah itu ada 7 (tujuh): 1. Berakal sehat 2.
Merdeka; 3. Beragama Islam; 4. ‘Iffah; 5. Dapat dipercaya; 6.
Bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak
yang diasuh; 7. Tidak bersuami. Apabila salah satu syarat tidak
terpenuhi, maka gugurlah hak hadhonahnya itu.”;

2. Kitab Bajuri, juz Il halaman 198 :

2o &loYlg ... dax Vg Jxu Y las cawsSdl ... aasl) aloYlg aasll
(sl
(Mol &S, anawlall (yog) aswle) ailia> M
Artinya: “Di antara syarat hadlanah yaitu mempunyai sifat ‘iffah dan
amanah, (‘iffah yaitu mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak
terpuji, amanah adalah lawan khiyanat), maka tidak ada hak hadlanah
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bagi isteri yang fasik (dan sebagian kefasikan itu ialah meninggalkan
shalat).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan tersebut,
Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tentang hak hadhanah
anak yang bernama Elsa Putri binti Suheri, Perempuan, Lahir 29 Maret 2008,
Nabila Anatasya binti Suheri, Perempuan, Lahir 14 Juli 2012, dan Indah Andini
binti Suheri, Perempuan, Lahir 27 Mei 2013 patut dikabulkan dengan
menetapkan Penggugat sebagai pemelihara (hadhanah) anak atas ketiga anak
tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dan Tergugat tersebut,
ditetapkan di bawah pemeliharaan (hadhanah) Penggugat selaku ibunya,
namun demi kepentingan dan kebaikan anak tidak boleh memutuskan
hubungan komunikasi antara anak dengan kedua orang tuanya, Tergugat
selaku ayahnya mempunyai hak yang sama untuk berkunjung, menjenguk dan
membantu mendidik serta mencurahkan kasih sayang sebagai seorang ayah
terhadap anaknya, oleh karena itu kepada Penggugat tidak boleh menghalang-
halangi apabila Tergugat ingin mencurahkan kasih sayangnya terhadap anak
tersebut dengan cara bertemu, menjenguk, jalan-jalan serta sesekali menginap
apabila dikehendaki oleh Penggugat dan Tergugat atau atas kehendak anak
tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Pasal 91 A ayat
(3) dan (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua
atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama “Biaya
perkara dalam bidang perkawinan dibebankan kepada penggugat., dan Jumlah
biaya perkara harus dimuat dalam amar putusan Pengadilan”, Maka Majelis
memandang karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka semua
biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat, untuk membayarnya;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta

hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;
MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk
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datang menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Tergugat) terhadap

Penggugat (Penggugat);
4. Menetapkan anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

- Elsa Putri binti Suheri, Perempuan, Lahir 29 Maret 2008;

- Nabila Anatasya binti Suheri, Perempuan, Lahir 14 Juli 2012;

- Indah Andini binti Suheri, Perempuan, Lahir 27 Mei 2013;
berada dibawah hadhanah Penggugat selaku ibu kandungnya dengan
kewajiban kepada Penggugat memberikan akses kepada Tergugat untuk
berkunjung, menjenguk dan membantu mendidik serta mencurahkan kasih

sayang sebagai seorang ayah terhadap anak tersebut;

5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara
sejumlah Rp. 740.000,- (tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari
Kamis, tanggal 25 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20
Rabi’ul Akhir 1443 Hijriah, oleh Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.l, M.A sebagai
Ketua Majelis, Istigomah Sinaga, S.H.l., M.H. dan Nurhayati Hasibuan, S.H.I
sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum
pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut
dan Patimah, S.H sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat
tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

dto

Muhammad Azhar Hasibuan, S.H.l, M.A

Hakim Anggota, Hakim Anggota,
dto dto
Istigomah Sinaga, S.H.l., M.H. Nurhayati Hasibuan, S.H.I

Panitera Pengganti,
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dto
Patimah, S.H
Rincian Biaya Perkara:
Biaya pendaftaran -------- Rp 30.000,-
Biaya proses --------------- Rp 60.000,-

Biaya Panggilan------------ Rp 450.000,-
Pnbp Panggilan------------ Rp 30.000,-
Pbt Rp 150.000,-
Hak redaksi ----------=------ Rp 10.000,-
Meterai ---------------------- Rp 10.000.-
Jumlah biaya Perkara Rp 740.000,-
(tujuh ratus empat puluh ribu rupiah);

N o o s~ w0 Dd e
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